
 

 

 

 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  

NOMOR 1 TAHUN 2019……TAHUN 2019 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  

NOMOR 70 TAHUN 2017 TENTANG SEKRETARIAT BERSAMA PENGELOLAAN 

SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN  

SATUAN RUANG STRATEGIS KADIPATEN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

Menimbang : a. bahwa Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan 

Ruang Strategis Kadipaten merupakan salah satu bagian 

dari urusan keistimewaan bidang tata ruang;  

b. bahwa untuk mengembalikan, memperbaiki, menguatkan, 

dan/atau mengembangkan fungsi ruang untuk 

membangun kehidupan bersama dan menjamin 

kelestarian budaya serta alam telah ditetapkan Peraturan 

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 

2017 tentang Sekretariat Bersama Pengelolaan Satuan 

Ruang Strategis Kasultanan Dan Satuan Ruang Strategis 

Kadipaten;  

c. bahwa dengan adanya perubahan kelembagaan 

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan 

penyesuaian substansi, maka Peraturan Gubernur 

sebagaimana dimaksud dalam huruf b sudah tidak sesuai 

dengan perkembangan keadaan;  

 

 

 

 SALINAN 



 
 

 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan 

Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan 

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  Nomor 70 Tahun 

2017 tentang Sekretariat Bersama Pengelolaan Satuan 

Ruang Strategis Kasultanan Dan Satuan Ruang Strategis 

Kadipaten; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 3  Tahun 1950  tentang 

Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 

Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 

Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 827); 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5339);  

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

 

 



 
 

 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang 

Berlakunja Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 

Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 

6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah 

Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah 

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 1);  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  NOMOR 70 

TAHUN 2017 TENTANG SEKRETARIAT BERSAMA 

PENGELOLAAN SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN 

SATUAN RUANG STRATEGIS KADIPATEN. 

 

Pasal 1 

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 

2017 tentang Sekretariat Bersama Pengelolaan Satuan Ruang 

Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten (Berita 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 72) dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku.  

 

Pasal 2 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

 

 

 

 



 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 

Ditetapkan di Yogyakarta  

pada tanggal 4 Januari 2019 

 

                    GUBERNUR 

    DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

                          ttd. 

 

    HAMENGKU BUWONO X 

Diundangkan di Yogyakarta 

pada tanggal 4 Januari 2019 

 

           SEKRETARIS DAERAH 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

                       ttd. 

 

             GATOT SAPTADI 

 

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 1    

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 

 
ttd. 

 
DEWO ISNU BROTO I.S. 
NIP. 19640714 199102 1 001 


